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BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM

I. Analisa Terhadap Siap Yang Mempunyai Hak dan Guna Usaha

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk ke
kayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah
Republik Indonesia sebagai karmnia Tuhan Yang Maha Esa,
adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan
merupakan kekayaan nasional,i Ini berarti bahwa bumi ,
air dan ruang angkasa dalam wilayah republik Indonesia-
yang kemerdekaannya diperjuamgkan oleh bangsa sehagai

keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, -~

jadi tidak semata - mata menjadi hak pemiliknya saja,
Demikian pula tanah-tanah di daerah dan pulau - pulau
tidaklah semata - mata menjadi hak rakyat asli . dari

daerah atau pulau yang bersangkutan saja. Dengan peng -

ertian dengan demikian hubungan bangsa Indonesia dengan

bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam

hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang

paling tinggi, yaitu pada tingkatan yang mengenai selu-
2]

ruh wilgyah negara.”

Telah disebutkan sebelumnya bahwa "Hak filuna Usa-
ha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai -
oleh negara, dalam Jjangka waktu yang telah ditentukan
yaitu : 25 tahun, atau 35 tahun, dan dapat diperpan -
jJang lagi sampai batas Waktu keseluruhannya mencapai 60
tahun sehingga perlu diketahui sebelumnya, pengertian

hak menurut Islam

1Ar1eeff,s., Undang - Undang Pokok Agraria, Pustaka
Tinta Mas, Jakarta,t. th, hlm, 4

21pid;, hlm, 40
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1.1, Hak ( menurut bahasa ) mempunyai beberapa pengertian

antara lain : benda,milik,benar,wujud,nyata,apa yang
di jaga,hakekat atau sebenarnya sebagai lawan dari
kiasan, atau dapat disimpulkan dengan tetap, wa jib

atau pasti.3

Firman Allah dalam surat Yasin ayat: T

st e SIS il

Artinya
"Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan
( ketentuan Allah ) terhadap kebanyakan mereka,
karena mereka tidak beriman," 4

Pengertian Hak ( menurut istilah ) yaitu

&J...__._.._._:_'L LVl" L.__:-\J e

Artinya
"Kelkuasaan ( atas sesuatu ) yang ditetapkan
oleh syara' atau dalam tuntutan yang wa jib bagi

Sseseorang atas orang lain', 5

Jika dimaksudkan sebagai sesuatu kekuasaan
atas sesuatu,atau tuntutan wa jib bagi seseorang atas
orang lain, Maka termasuk pengertian kekuasaan atas
hak suatu benda yang tidak bergerak ( hak atas tanah)
Sama halnya dengan hak ( kuasa ) untuk mengusaha kan
tanah negara( tanah dalam kekuasaan pemerintah ) :
antara pihak yang merealisir hak, itulah yang alkan
menimbulkan wajib antar para pihaknya berdasar Ikan
aturan-aturan hukum leperdataan, sebagaimana dirumus
kan pada definisi diatas,

lah,

3Masduha,AR., Pengantar dan Azaz-azaz Figqih Mu'ama
Biro Pengembangan Perpustakaan dan Penerbitan Fak,

Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Surahaya,1985,hlm, 52

4Departemen Agama RI., Al qur'an dan Terjemahnya

Proyek Pengadaan Kitab Suci Al qur'an, Jakarta, 1971,hlm,

706

MasHuda AR., Op Cit,, hlm. 53
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Dikatakan hahwa para fugaha' sering menggunakan pe
ngertian hak ini dalam pengertian umum dan pengertian khu
sus. Pengertian umum, mencakup benda-benda yang dimiliki,
manfa'at dan maslahahnya yang ditetapkan oleh syara" (I'ti
bariyah) seperti, syuf'ah, khiyar dan sebagainya.Sedangkan
pengertian khusus hanya mengenai maslahah-maslaha yang di
tetapkan oleh syarah, seperti syuf'ah , khiyar dan seba
gain?a, sebagal imbangan dari benda-benda dan manfaat-man-

faat yang dimiliki.

Jumhur Fugaha' mengatakan bahwa hak adalah imbangan
dari benda kongrit dan termasuk benda (mal) apabila hak -
itu berhubungan dengan benda. Ulama Hanafiyah berpendapat-
bahwa hak merupakan imbangan dari benda dan tidak termasuk

benda.

Dilihat dari segi bagaimana bentuk, atau persisnya,
para ulama membagi hak ini kedalam beberapa bentuk, ya'ni:
Huququllah (hak-hak Allah), Huququl Mukallafi (hak-hak mu
kallaf), sering dikenal hugil Adami, dan Hak bersama (Allah
dan manusia). Hak yang ketiga tersebut, percampuran antara
hak Allah dan manusia, dimana kadangkala diberatkan hak -
Allah, dan kadangkala diberatkan hak mukallaf.

Hak murni bagi Allah adalah perbuatan orang mukal
laf yang berhubungan dengan hukum syari'at jika tujuan -
itu adalah bentuk kepentingan masyarakat umumnya, maka ti
dak ada pilihan lain untuk memilih melakukannya. Pelaksana
annya, dipertanggung-jawabkan oleh Waliyul Amri (pemerin -
tah). Jika tujuannya untuk kepentingan mukallaf secara -
khusus, maka hukumnya adalah murni hak mukallaf, dan pelak
sanaannya dia yang mempunyai pilihan sendiri. Jika kepenti

hrhid,
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ngan mukallafi lebih menonjol, maka yang dimenaggkan ada-
lah kepentingan mukallaf dan berlaku hukumnya sebagaimana
hukum kepentingan yang murni hak mukallaf.

Hak-hak murni bagi Allah seperti, shalat, puasa, za
kat, hajji, dan sebagainya, termasuk pula pungutan-pungu -
tan yang ditetapkan terhadap tanah pertanian. Baik  pungu
tan tersebut berupa penghasilan persepuluhan maupun berda-
sarkan bea pajak, baik yang dipastikan (diwajibkan) terha
dap tanah pertanian persepuluhan tersebut persepuluh mau
pun separuinya. Sedangkan yang dipastikan terhadap perta-
nian Dberdasarkan bea pajak, adalah penghasilan tetap atau
bagi hasil. Tujuan pungutan itu untuk mengelola pertanian,
demi kepentingan umum yang menjadi tujuan Kelestarian bumi
bagi para pemiliknya dan berusaha membuat hasil bumi itu -
seperti membangun saluran irigasi, mekanisme pertanian,mem
bangun Jjembatan, melapisi jalan dengan batu, memeliharanya
dari anacaman kerusakan, menolong fakir miskin dan hal-hal
lain yang dituntut oleh kepentingan umum dan stabilitas ke
amanan souint.s Semua ini sebagai hak murni bagi Allah wa
laupun bukan merupakan ibadah murni, seperti shalat, dan -
sebagainya. Tetapi hal tersebut merupakan sarana mendekat-

kan diri kepada Allah.

Hak-hak murni mukallaf seperti seorang yang merusak
harta orang lain, maka ia berkewajiban menanggung kerusak-
an itu, sebanding atau seniiail harganya, dan pemilik ba
rang berhak penuh untuk menuntut ganti rugi.

Contoh percampuran hak (antara Allah dan mukallaf),
yang menonjol hak Allah adalah gadzaf (tuduhan zina), dan-
yang menonjol hak mukallaf adalah gishash, dan sebagainya.

5ibdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Figih, Al-Majlisul
A'la Al-Indonesia lid Da'watil Islamiyah, Jakarta, 1972,
hal.212
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Jelasnya hak Allah adalah stiap aspek ibadah, uqu -
bsh, muamalah yang mempunyai kepentingan umum atau manfaat
nya dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat umumnya,
baik secara langsung maupun tidak, seperti jalan, tempat-
tempat ibadah dan lain-lain, atau tidak secara langsung da
lam arti hubungan fertikal, dikelola oleh seorang atau be
berapa orang atau badan hukum tertentu seperti usaha-usaha
pertanian, peternakan, perikanan (yang dimaksud dari hak -
guna), kemudian hasilnya dapat dirasakan, ya'ni efektifi -
tasnya yang dapat menyerap tenaga kerja, pajak, yang Juga
akan kembali kepada pembangunan bangsa dan negara. Inilah-
yang dikenal dengan hak Allah berdasar kepada firman Allah

surat 2 (al bagarah) ayat 29

nDialah Allah yang megciptakan apa yang ada dibumi ini
untuk semua manusial

Dan setiap benda yang menyangkut kepentingan orang-
banyak, maka harus dikendalikan atau ditangan Waliyul Amri
(pemerintah) yang mempunyal kewajiban semata-mata untuk me
nyelenggarakan dan mengatur kepentingan-kepentingan itu,ta
pi bukan haknya,karena pemerintah tidak mempunyai hak mi
1ik (lihat pengertian tanah negara) sementara pengontrak -
itulah haknya atas manfaat benda itu (tanahnya). Hubungan-
antara keduanya inilah yang disebut "Iltizam" ya'ni pengon
trak mempunyai hak atas benda sedang pemerintah mempunyai-
hubungan dengan tanah (benda itu) hanyalah berdasarkan ke

wajiban ansich. "

Bagaimana cara atau syarat yang ditetapkan untuk me

6Departemen Agama RI, Op.Cit., hal. 19

TMasduha Abdurrahman, Op.Cit., hal.61.
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miliki hak guna usaha ity 9 Undang-undang menetapkan se
lain bersifat kontrak dengan batas waktu tertentu, juga
berdasarkan pemberian izin dengan syarat penanaman modal
nasional yang produktif, tehnik perusahaan (administrasi)
yang baik, dan tujuan yang jelas, yang sudah disebut kan
yakni usaha-usaha pertanian atau pertenakan ataupun per
ikanan, Disini harus sesuai dengan sifat tanah dalam
pengelolaannya, apabila tanahnya itu tanah peternakan -
Sesuai dengan izinnya, tapi yang dikelola adalah per

tanian ataupun perikanan, maka izinnya dapat dicabut,

Oleh karena itu yang dimililki hanyaléh manfaatnya
saja dan bukan bendanya, maka analisisnya difokuskan -
pada bagaimana cara memililki manfaat suatu benda vang
tidak bergerak( tanah ).

1.3, Untuk memperoleh milik manfaat ada 4 cara/sehab :

1.31 . Sewa menyewa ( al - ijarah )
1.3.2, Pinjam Meminjam ( al - i'arah )
1.3.3. Wakaf

L.3.4, Wasigail

Imam Abu Hanifah menambah dengan satu cara yakni-

cara kelima :

1.7. Menggunakan fasilitas-fasilitas umum sebagai izin
8

umum dan izin dari pemilik benda,
Gara pertama adalah sesuai coraknya dengan hak
guna usaha karena yang menjadi hak atau yang dimiliki ,
bukan bendanya melainkan manfaatnya saja, Hal ini dapat
disimak dari batas walktu yang ditentukannya menun juklkan
bentuk sebagai sistim kontrak ( ijarah Yo Lan Hndg di

benarkan,

SMasduha Abdurrahman, Op Cit,, hlm. 80
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Dikatakan, sewa-menyewa adalah memberikan manfaat-
benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Pe
nyewa memiliki manfaat benda berdasarkan ketentuan-keten-
tuan dalam perjanjian. Apabila tanah itu untuk bangunan -
maka menjadi hak guna bangunan, jika untuk pertanian maka
menjadi hak guna usaha.9

Rasulullah saw. sendiri memberikan tanah kepada se
orang Yahudi khaibar (Madinah) untuk dikelola dengan mo -
dal sendiri dengan syarat separuh hasil, dalam hadisnya -

riwayat Ibnu Umar :

Loy yd—= s oy J s, (e ale s L o w1
bl o, Y B s e T L

"Bahwa Rasulullah saw. memberikan kurma dan tanah Kha
bar kepada orang Yahudi Khaibar dengan syarat mereka-
menggarapnya atas separuh dari hasil tanah dan buah";

10

Dan terhadap penanaman modal yang layak, teh
nik (administrasi) yang baik adalah logis karena tidak se
mua orang mempunyai kKemampuan yang sama, berdasarkan al-
Qur! an surata 43 (Az—Zuhrof) ayat 32

L-ﬂr""’———'l"“' ‘-:‘L—‘—‘-“"-’._}J u‘”‘-'uﬁ_)*—j rJ(-—“‘-‘-‘ 2 Lo ‘_))

"Dan kami telah meninggikan sebagaian mereka atas se-
bagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mere-
Ka dapat menggunakan sebagian yang lain'. 11

Terhadap sifat tanah apabila dalam ijinnya diberi-
kan untuk usaha pertanian, tapi ternyata dikelola untuk -
usaha peternakan atau perikanan (keduanya bukan pertani-

Tbid n :80

1OAl-Asqalani, Fathul Bari, Juz.V, Mustafa Babil
Halbi, Mesir, 1969, hal.&iZ.

"

Departemen Agama RI, Op.Cit., hal. 798.
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an), maka ijinnya dapat dijabut, dan perjanjiannya menja-
di batal (lihat pembahasan komponen hak guna usaha). Kemu
dian dapat dibatasi dengan siapa (orang atau badan hukum-
Indonesia saja) yang termasuk salah satu syarat, dilihat-
.dari segi subyeknya (ma'gudnya).

Islam tidak membatasi pada subyek atau ma'qud, sia
pa dari mana saja yang namanya magusia di dunia ini mempu
nyai hak yang sama untuk mencari rizqi dan karunia Allah,

halledarkatfir atan zimnmi

Akan tetapi pembatasan inipun dapat dibenarkan se
bab selain untuk menjaga kepincangan hak-hak itu dengan -
mengutamakan masyarakatnya sendiri sebab dalam scop nasio
nal (bukan dalam arti kewiraan) ia mempunyai hak untuk'me
nerima hak guna usaha itu dimana bumi dan segalanya yang-

terkandung didalamnya merupakan haknya sendiri.

Batasan pemberian inipun dibenarkan, sesuai dengan
ayat Al-Qur'an yang berbunyl : (An nisa') ayat : 58

LSS SRR L1 1, RS, 1)1

nSesunggunnya Allah menyuruh kamu untuk memberikan -
amanah itu kepada yang berhak menerimenya". 12

Dilihat dari segi tgrtutup kemungkinan untuk warga

negara asing dalam usaha patungan dan lebih diutamakan -

adalah warga negara dan badan hukum Indomesia, maka dapat

disimak hadis Nabi riwayat Raifi!f AR
(Bt 1M gm T Gl G S 0
nTetangga itu lebih berhak karena dekatnya". 13

Ayat diatas memberikan makna yang tidak hanya ter-

121pid,hal . 128.

135ukhari, Shahih Bukhari, Juz.III, Darul Wamat Ba
tu Sya'bi, Kaip8, 1949, hal. 115.
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batas pada hukum waris saja, dalam arti luas dapat menca
kup pengertian bahwa negara (pemerintah) menguasai dan me
nyelenggarakan atau memegang tanah itu adalah sebagai ama
nah dari rakyat banyak ya'ni masyarakat dan bangsa Indone
sia dan bukan bangsa asing. Kemudian tidak tertutup kemung
kinan untuk bangsa-lain dalam scop antar negara, namun te

tap diutamakan masyarakat.
2. ANALISIS TERHADAP TERJADINYA HAK GUNA USAHA

Agar lebih jelas sudut analisis terhadap terjadi -
nya hak guna Usaha ini, kiranya perlu dijelaskan secara -
singkat beberapa aspeknya. Pada garis besarnya ia berasal
dari beberapa macam hak yang dibentuk menurut hukum pen
jajah. Hak-kak tersebut dihapus kemudian diubah (konversi)
menjadi : guna usaha, yang terdiri dari tanah-tanah agra
ris eigendom, ya'ni sejenis hak milik yang timbul dari -
dan tunduk pada hukum adat.. Disamping itu hak ulayat itu-
sendiri, ya'ni hak milik persekutuan desa hanya boleh di-

nikmati oleh kelompok persekutuannya.

Pada hak milik pertama, apabila tidak dapat dibuk-
tikan sebaga hak milik, maka dikonversi menjadi hak guna-
usaha. Sedangkan hak ulayat tidak berobah, karenanya pe
nempatan hak guna usaha dalam persil ini berdasarkan per-
mintaan ijin dari kelompok adat, dan dapat dipaksakan, Jji
ka kepentingan ekonomi daerah dalam wilayzsh dimana tanah-

itu berada merasa terdesak,

Berbeda dengan hak hipotik dan credietverband (hak
jaminan hutang) serta hak erpacht, ketiga hak ini dijadi-
kan oleh Pemerintah Belanda untuk memperkuat posisi mere-
ka terhadap hak-haka atas tanah, karena itulah lengsung -
dikonversi menjadi hsk guna usaha. Enam (6) bulan saat di
tetapkan Undang-Undang ini, tanpa melewati proses pembuk-
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tian lebih dahulu, seperti dalam hak agraris eigendom di

atas.

Dengan demikian secara singkat analisis dalam kata
gori ini difokuskan pada beberapa aspek :

2.1.. Tanpa pembuktian hak milik.

2.2. Timbulnya dengan permintaan igin karena prosedur  hu
kum adat.

2.3, Beralih dengan sendirinya, demi hukum, karena undang

undang.
ad. 2.1. Tidak ada pembuktian hak milik,

Alasan inim sangat jelas apabila dikaitkan dengan-
pengaruh negatifnya yang lebih luas terhadap penyalah-gu-
naan hak-nak orang lain, maka yang labih adil adalah Jjika
hak itu dikembalikan kepada Negara, karena pada hakekatnya
Negara adalail hak seluruh masyarakat dan bangsanya sendir

ri. Dalam banyak perkara muamalah yang tidak tunai, Syari

)

1at Islam mewzajibkan alat bukti agar tidak terjadi penya-

lah-gunaan terhadap hek-hak orang lain, Sebaimana tuntu -

tan Al-Qur'an, Surat’?2 ad ‘Bagarsh ayat : 282,

.r%ﬁuﬁmg¢gﬁﬂbwr;;51utjh1aulu4Li

"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuama -
lah tidak secara tunal antara kamu maka tulislah ka
lian" .14

Kata 5 J‘§~SLJ dalam ayat tersebut diatas seba

gal maifestasirasional yang lebih utama sebagai alat buk-
+i dalam setiap bentuk muamalah apa saja, terutama yang -

membutuhkan jangka waktu tertentu ( @ruuhL?lugi). Dalam -

14pepartemen Agama RI, Op.Cit., hal. 7o,
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tafsir Al-Manar diterangkan, bahwe sesungguhnya yang lebih
adil dalam tulisan itu wajib diketahui dalam syarat-syarat
muamalah untuk memelihara hak-hak tersebut diatas. 0leh ka
rena tulisan yang tidak jelas terkadang-kadang menggugur -
kan sebagian syarat atau menambahnya, atau tulisan itu ka
bur (tidak jelas), maka yang demikian itu untuk membersin-
kan hak-hak dari kebathilan dan menetapkan salah satu hak
bagi orang-orang (mereka) yang bermuamalah itu.15

Posisi Pemerintah disini bukan sebagai pemilik akan
tetapl sebagai kuasa atas hak-hak umum dalam arti menetral
isir hak-nak itu, maka yang lebih adil adalah mengembali -
kan hak itu kepada hak milik umum, selama tidak ada bukti-
yang Hjelas tentang siapa pemilik hak yang sebenarnya sama

dengan mengembalikannya pada hak asal,

"Asal sesuatu itu merupakan ketetapan terhadap sesuatu
yang sudah ada berdasarkan keddaan semula, sehingga -
ada ketetapan sesuatu yang merubahnya". 16

Dalam banyak perkara alat bukti diwajibkan, guna pe
nyelesaiaan perkara itu. Posisi Pemerintah di sisni seba -
gai kuasa hak, yang mengatur keseimbangan hak-hak antar ma
syarakatnya. Pemilik barang dituntut untuk membuktikan hak
nya. Oleh karena Pemerintah disini bukan sebagai penggugat
tetapi sebagaim kuasa hak, maka Femerintah tidak bisa di -
tuntut untuk mendatangkan bukti, meskipun antara pemilik -
dan Pemerintah bukan para pihak yang berselisih.

Hal tersebut diatas berdasar pada hadis Rsul yang -

15Muhammad Abduh, Tafsir Al-Manar,Juz.III, Maktaba
tul Qahirah, Mesir, 1960 ~hal.179-120.

16

Abdul Wahab Khalaf, Op.Cit, hal,92.
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berbunyi :

( w;LfJJl J'U‘J.rflj B |j) ) Qia{rjﬁdﬂlth_*Jl

"Apabila berselisih kedua belah pihak (penjual /pembeli)
dan tidak ada bukti-bukti, maka perkataan (bukti) yang
diterima adalah pemilik barang atau saling mengembali-
kan® 17

Hadis ini mengandung pengertian, bahwa jika dalam -
suatu sengketa (perkata), tidak didapatkan tanda bukti, ma
ka hak tersebut gugur dan dikembalikan kepada pemilik asal

(Allah) dan Rasulnya). Hak Allah dan Rasul-Nya itulalf hak-

umum, dan yang berkewajiban untuk mengatur hak umum itu -

adalah Pemerintah.
ad. 2.2. Permintaan ijin.

Dalam pengertian ini permintaan igin dari Pemerin -
tah pada masyarakat hukum adat sebagal pemilik hak. Anali-
sis bukan pada hukum adat, akan tetapi difokuskan pada per
mintaan ijin itu sendiri dari pemilik hak, Dan dapat dipak

sakan apabila kepentingan ekonomi daerah itu merasa terde-

sak.
Allah berfirman dalam surat An-Nisa (4) ayat 19 :

nJanganlan kamu mempusakal para wanita itu dengan cara
paksa". 18

Terdapat Jjuga hadis Rasul riwayat Abi Humaidi Asa'

'idi yang berbunyi :

17 psy-Syaukani, Nailul Autar, Mustafa Babil Halbi,
Mesir, tt., hal.252

18
Departemen Agama RI, Op.Cit, hal.119.
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Artinya :
"Tidak halal bagi seseorang mengambil tongkat
kepunyaan saudaranya dengan tanpa kerelaan hatinya'
19
Walaupun ayat 19 surat An Nisa' tersebut diatas
menyebutkan tentang perkawinan,namun menurut mayoritas
para fugaha', agad perkawinan sama dengan agad jual
beli, dilihat dari segi pemilikan atas manfaat atau -
agad atas manfaat, Sehingga ayat diatas merupakan pe -
netapan dasar umum bagi berbagai bentuk muamalah apa
saja,
Sedangkan hukum adat itu sendiri walaupun bukan
merupakan fokus analisis,namun perlu dijelaskan sedi -

kit, dilihat dari segi dasar dibentuknya undang-undang

554 a b 155

Adat kebiasaan harus dipelihara oleh seorang
Mujtahid di dalam menciptakan hulkum-hulkum, dan oleh
seorang hakim dalam memutuskan perkara., Karena apa

yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak
adalah menjadi kebutuhan dan menjadi maslahat yang di
perlukan, Itulah sebabnya, sehingga adat dikatakan se-
bagai landasan hukum ( bagi perkara yang belum terda
pat dalam Al gur'an dan Al Hadits ).Meskipun demikian
tidak semua tatanan adat dibenarkan dalam perkembangan
dan perobahan hukum sepanjang adat itu sendiri merusak
bagi kehidupan moral dalam hubungan perekonomian masya
rakat ( ma'amalah ), sehingga keluar dari prinsip elas
tisitas hukum Islam,seperti riba,dan permainan-permain

an spikulasi lainnya.

191bnu Hajar Al Asgalani, Bulughul Maram, Litha
ba'ati Wan Nasyari wat Tauji'i, Singapura,tt.hlm,186
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Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya mengatakan bahwa-
adat yang benar adalah adat yang tidak kontradiksi dengan-
tatanan (prinsip) syara'.ao

Meskipun manifestasinya selain permintaan ijin juga
dapat dipaksakan, akan tetapi tujuan pemaksaan ini cukup -
jelas, untuk kepentingan perekonomian daerah dimaksud dima
na tanah itu berada, Jjuga untuk kepentingan perekonomian -
dalam scop nasional karena itu tujuannya adalah : "
i ¥l Las " (kemaslahatan umat).

Islam melindungi dan menempatkan kepentingan pribad
di maupun golongan pada posisinya yang baik dan benar. Is
lam juga tidak mengabaikan kepentingan umum, bahkan harus-
diutamakan. Jika kepentingan umum terdesak, maka kepenti -
ngan pribadi dan golongan harus direlakan. Karena pada ha
kekatnya kepentingan umum itu sendiri adalah mencakup selu

ruh kepentingan pribadi (individu).

Ada sesuatu cerita yang singkrun (sesuai) dengan -
pernyataan diatas. Suatu ketika sorang yang bernama Adh-Da
hak hendak membuat parit diatas tanah milik Muhammad bin -
Maslamah, pemilik tanah (Muhammad) tidak memperbolehkannya,
sikap yang demikian itu dilaporkan kepada Umar bin Khattab,
maka Umar bin Khattab herkata : "Engkau melarangnya (Adh-
Dhahak) membuat parit, yang mana parit itu juga bergunan u
untukmu”". Selanjutnya Umar menegaskan kata-katanya :

d-Ll% wgh&_yJ 4 b= Q;“‘“tj &——lej

"Demi Allah ia (adh-Dhahak) mesti melakukan pembuatan-
parit itu, sekalipun diatas perutmu".

20 \bdul Wahab Khalaf, Op.Cit., hal.89.

Asy Syaukani, Op Cit , h: 276
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ad.2.3. Beralih dengan sendirinya.

Beralih dengan sendirinya yang dimaksudkan adalah -
digugurkan karena tuntutan Undang-undang, dimana pemilik -
pertama adalah warga dan atau Badan Hukum Asing ataupun ta
nah-tanah bekas peninggalan penjajah. Sebab digugurkan itu
lah tanah tersebut terkonversi dengan sendirinya, karena -
dianggap sunyi dari pemilikan. Tanah tersebut dengan sendi
rinya menjadi milik Negara, dan untuk kemudian diproyeksi-
kan dalam bentuk Hak Guna Usaha yang dikelola olch warga -

negara, dan atau badan Hukum Indonesia,

Sayyid 3abiq dalam Kitabnya Fighus Sunnah mengemuka
kan sebuah hadis riwayat Abu Ubaid menukil dari kitab Al-
Amwal tentang tanah yang ditinggal manusia menjadi milik -

Allah.

\

= S e (‘—‘S——J r*’ »,J'Jr\—-u-_}——-U 3 b._.‘,U Jo_)\." U)L—“

"Tanah~tanah tua yang pernah ditinggalkan manusia men-
Jadi milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian untuk kalian-
sesudah i tullie22.

3. ANALISIS TERHADAP PERALIAN DAN HAK GUNA USAHA SEBACAI -
JAMINAN HUTANG
Analisis dalam pengertian ini difakuskan pada bera-

1lih dan dialihkan :

3.1. Beralih adalah berpindahnya hak guna usaha karena se-
bab kewarisan, dimana bendanya tidak bisa dipecahkan,
dan bukan berarti manfaat atau hasilnya.

Dalam bab Ijarah (sewa-menyewa) Imam Malik, Syafi'i,
Ishak dan Abu Tsaur, menyatakan bahwa sewa-menyewa ti

223ayyid Sabiq, Fighus Sunnah, Juz III, Darul Bayan
Quwait, 1970, hal.195,
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dak batal dengan meninggalnya salah satu pihalk, dan aqad
sewa menyewa diwariskan, Mereka menganggap aqad sewa
menyewa sama dengan jual beli unumnya atau sama dengan
agad atau imbalan, karena itu tidak akan rusak dengan
meninggalnya salah satu pihak,

Sedangkan Abu lfanifah, berpendapat sebaliknya :
Agad sewa menyewa batal, dengan adanya salah satu pihak
meninggal dunia, Abu Hanifah memandang agad sewa menyewa
ini sama dengan perkawinan, karena itu ia tidak hisa di

23
wariskan,

Pendapat yang pertama lebih rajih, karena sewa
menyewa adalah agad atas manfaat dan bendanya tidak ber
gerak, dimana antara manfaat dan bendanya tidak memerlu-—
kan penyertaan ( penyatuan ) seperti perkawinan, sehingga
Jika pemiliknya meninggal, maka akan terputus dengan
sendirinya, Sebaliknya pada sewa menyewa yang di malksud
adalah manfaat saja, Jadi antara benda dan manfaat bisa
terpisah, Jika salah satu pihak ( pemiliknya ) meninggal
maka bendanya éasih tetap ada sehingga dapat di wariskan
kepada orang yang hberhak menerimanya sebelum berakhir -

Masa yang disepakati dalam perjanjian itu.

Allah berfirman dalam surat At Taubah ayat 4

e e o | [y U
Artinya :
"Maka terhadap mereka penuhilah janjimu sampai

batas waktunya".24

23Ibnu Rusyid, Bidayatul Mujtahid,Mustafa Babil -
Halbi, Mesir, 1960, hlm. 230
)

“4Departemen Agama RI., Op Cit., hlm. 278
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Ayat ini cukup jelas menggambarkan bahwa selama pi-~
hak yang berhak atas suatu benda masih ada dan selama
belum berakhirnya waktu suatu transaksi tertentu agad
dimaksud masih terus berlangsung sampai pada batas -
waktunya. Karena warisan dalam agad sewa-menyewa ini-
disebut warisan yang bersifat sementara, sama halnya-
yang dikehendaki dalam hak guna usaha membatasi waktu
peralihan karena kewarisan ini adalah merupakan sebab

yang dibenarkan menurut syara'.

Sayyid Sabig berpendapat bahwa ijarah tidak menjadi
fasakh dengan matinya salah satu pilhak yang beragad -
sedang yang diagadkan selamat. Pewaris memegang pera-
nan warisan, apakah ia sebagai mu'ajjir atau musta' -
e - 2h
Jar.

Jika bendanya tidak bisa dipecahkan, bukan karena -
bendanya tidak dapat dibagi menurut asalnya, seperti-
hewan, melainkan karena ketentuan undabhg-undang itu -
sendiri, karena jika dibagi bendanya, manfaatnya ber-
kurang atau berpindah pada manfzat lain, seperti hak
guna usaha bagunan atau hak pakail, dan bukan berarti-

manfaat atau hasilhya tidak dapat dibagi.

Jumhur Fugaha' sepakat membolehkan pembagian manfa-
at menurut zaman atau barang. Menurut Zaman apabila -
masing-masing dari persero menggunakan barang selama-
masa tertentu yang sama dengan masa yang digunakan ka
wan peseronya. Menurut barang adalah mengalirkan ba
rahg pokoknya untuk memakal hasilnya., Sedang barang -
pokok itu sendiri tetap menjadi harta bersama.

253ayyid Sabig, @p.Cit, himg 210
261pnu Rusyid, Op.Cit., hal.. 269-270.
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Terdapat hadis dari Jabir riwayat Bukhari mengenai-
syuf'ah.

e PLUE 3 LB Ly e b gy

"Rasulullah saw. membatasi dengan syuf'ah pada barang-
yang belum dibagi".

Hadits lain dari Ibnu.Umar

. | | . | 1 |
& | w ')j?'i" | P “FLL\: | r_L.. D) .;___JJ, gl ] LL&"LP all !d:f"""J I.:)p‘
SIS 8 c,,a:Ld s LJJ LA.TJuJﬂ_j LﬁNyggmﬁ

"Rasulullah saw. memberikan kepada orang Yahudi Khai -
bar pohon kurma dan tanah Khaibar dengan syarata mere-
ka menggarapnya separoh dari harta mereka dan bagi me
reka separoh(hasilnya). 27

Hadis pertama cukup jelas menunjukkan barang pokok-
syuf'ah haruslah barang yang belum dibagi. Sedang ha
dits riwayat Umar membolehkan membagi manfaat atas -

benda yang tidak bergerak atau hasilnya.

Demikian pula menurut Jumhur Fugaha' diatas membo -
lehkan pembagian manfaat menurut zaman dan barangnya
yang secara prinsip bendanya tidak bisa dipecahkan -
dan membolehkan pembagian manfaat pada barang yang ti

dak bergerak.

3.2. Dialihkan adalah berpindahnya hak ini karena suatu -
perjanjian transaksi, dengan pihak ketiga. Disewakan-
kembali atau dijual.

Pemerintah adalah penguasa atas hak, sebagai kredi-
tur (pihak pertama). Penguasa adalah pelaksana hak -
itu sebagai debitur (pihak kedua).

27As -Syaukani, Op.Cit, hal. 306 Al-Asqalani, Op.Cit.

Juz.V, hal.412.
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Imam Malik dan Syafi'i membolehkan menyewa barang -
sewaan, sementara Imam Abu Hanifah melarangnysa.

Imam Malik dan Syafi'i menganggapnya sama dengan ju
al-beli, Sedang Abu Hanifah memandangnya sama dengan-
menjual apa yang bukan miliknya, karena itu sama de -
ngan memakan hak orang lain dengan jalan batil.28

Kiranya pendapat pertamalah yang lebih rajih. Kare-
na menyewa manfaat dari suatu barang yang tidak berge
rak, bukan berarti barang tersebut dipindah-milikkan,
melainkan manfaatnya saja. Manfaat itu sendiri adalah
hak penyewa, selama hak sewa itu masih tetap ada, se
mentara bendanya tetap menjadi hak milik si pemilik -

barang.

Sedang beralih dengan sebab dijual, dasar Al-Qur'an

(931

nya, surat Al-Bagarah (2) ayat : 27

sl =y R )=l

"Dan lah menghalalkan jual-Beli dan mengharamkan ri-

Al

ban, 29
Para Fugaha' sepakat bahwa jual-beli itu boleh, ber
landaskan ayat Al-Qur'an diatas, Rasulullah sebagai -
panutan Umat Islam dan para sahabatnya tidak terlepas

dari pada Jjual-beli.

Beralih dengan sebab dijual inipun, dalam pengerti-
an yang dijual adalah haknya atas manfaat tanah itu -
atau hak usahanya saja. Karena tanah tersebut (hak gu
na usaha) tidak boleh dimiliki secara turun-temurun -

menurut hukum waris. Namun pada prinsipnya dalam tran

21pnu Rusyid, Op.Cit., hal.l72

29pepartemen Agama RI, Op.Cit., hal 69.
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saksi atas manfaat pada barang-barang myata menurut -
paga ulama' harus dapat dilihat, disebutkan jenis dan
macamnya, dan dijelaskan sifat—sifatnya.BO

Manfaat dan sifat-sifat dalam hak guna usaha itu -~
sendiri telah dijelaskan dimuka., Dan sekaligus meng -
hindari sanggahan adanya kesamaan dengan 'jual-beli po
hon bertahun-tahun sebagai suatu larangan syarat itu-
karena baik manfalat sifat, maupun waktu yang dibata-

sinya cukup Jelas.

Demikian pula jika hak ini ditukar dan lain sebagai
nya, semuanya sebagai bentuk-bentuk transaksi yang me
nyebabkan berpindahnya hak itu, adalah merupakan sebab

yang tidak ditemui larangannya dalam syara'.

ANATTSA HAK GUNA USAHA SEBAGAT JAMINAN HUTANG.

Kriteria analisis dalam pengertian inipun difokus -

kan pada : Hak Hipotik dan Kredietferband.

Hak Hipotik.

Hak ini dijadikan sebagai jaminan hutang atau tang-
gungan hutang yang berhubungan dengan pihak selain-
ank., Pada prinsipnya hak ini apabila selama hutang
dari orang yang berhutang belum dilunasi, orang yang
berpiutang tidak boleh menggunakan manfaat tanah -
itu. Hak tanah tetap dalam kekuasaan orang yang ber
hutang sehingga apabila hutang atas tanah tersebut-
tidak dilunasi pada waktunya, akan dijual lelang ke

phda pihak lain oleh penguasa atau hakim.
Hak manfaat atas tanggungan hutang-hutang ini berda
dar pada Al-Qur'an surat Al-Bagarah (2) ayat 283 :

307pnu Rusy- 4 Op.Cit., hal. 227
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"Jika H;mu dalam perjalanan (bermuamalah tidak seca
ra tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang -
penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang-
dipegang. 31

Sehubungan dengan kata E:f““i_ dalam ayat terse-
but diatas, menimbulkan kesan seakan-akan gadai ha
nya dalam perjalanan saja dan bukan y dalam keadaan

diam (mukim).

Pendapat Ibnu Katsir dan Abu Umar dinukil oleh pen-
ngarang tafsir Al-Manar, bahwa yang dimaksud kata -
tersebut diatas adalah sebagai bukti keringanan ba
gi pembelaan terhadap digugurkan tulisan itu dan ke
mungkinan pengadaan tanggungan ( Qﬁ_m_"_*"&le )
adalah guna memperkuat tulisan itu terhadap perseli
sihan mereka, selain untuk mempermudah menghilang -
kan kesulitan dalam perjalanan merek-.52
Jelaslah kalau kata i e terhadap tang-
gungan ( Q*—*‘"—“ﬁrri) bukan membatasi pada sifat~
saja, melainkan juga pada ___ s e ] (Pt =
dak bepergian), Sebab dengan tulisen ( T
dan tanggungan ( g—aJ! ) diatas hanyalah se
bagai_bukti untuk memperkuat dan mempermudah, jika-
terjadi penyalah-gunaan hak dan kewajiban masing-ma
sing pihak dalam transaksi mereka,

31pepartemen Agema RI, Op.Cit., hal.70
32y nammad Abduh, Op.Cit., hal.131.
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Seperti apa yang pernah dilakukan Rsululah terhadap
orang Yahudi, sebagal yang dikisahkan Siti ABsyah -
hadis riwayat Bukhari,.

(soladlal o, ) s s,y JaVIlald gy o s 5t

"Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari orang-
Yahudi dan Nabi saw. menggadaikan baju besinya", 33

Manfaat yang digunakan terhadap barang gadai itu -
sendiri, oleh Sayyid Sabiq dikatakan, bahwa agad ga
dai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hu
tang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama de
mikian keadaanya, maka tindakan memanfaatkan barang
gadai tak ubashnya qirad yang mengalirkan manfaat.‘

Dan setiap bentuk girad yang mengalirkan manfaat -
adalah riba. Pendapat ini sama dengan pendapat Jum-
hur Ulama' yang tidak boleh penerima gadai mengambil
suatu manfaat dari barang gadai, dengan mengecuali-

kan pada hewan.

Kedua pendapat tersebut diatas tidak membenarkan di
pakainya barang gadal selama masih dalam tangan pe

nerima gadal.

Apabila disimak, kedua pendapata tersebut lebih te-
pat dipakai dalam keadaan dimana barang yang dimak-
sud tidak memerlukan suatu perawatan khusus seperti
yang dikecualikan pada hadis tentang hewan, yang di
jelaskan dalam komponen berikut ini (kredietverband).

Barang gadai tetap berada dalam tangan penerima ga-

3 ' |
Imam Bukhari, Op.Cit., , hal.186.
3rvnu Rusy , Op.Cit, hal. 229 .



81

dai sampal dilunasi hutang-hutangnya, jika sampai -
pada waktunya tidak dilunasi, maka penguasa (hakim)
akan menjual barang gadai tersebut.

IBnu Mundir mengatakan bahwa semua orang yang alim-—
sependapat bahwa siapa yang memborg (gadai)kan sesu
atu dengan harta kemudian dia melunasi sebagalannya,
sesunggulnya yang demikian itu masih bukan miliknya
sebelum ia melunasi sebagian yang lainnya dari hak-

535

nya atau pemberi hutang membebaskannya.

3.2.2. Pembebasan Hipotik, bagi milik bersama ahli waris -

atau pesero dalam hak guna usaha.

Pada bagian ini ditetapkan sebesar harta pokok atau
tidak terikat dengan hrta pokok, dan bagi si berhu-
tang, hak peseronya hapus dengan tanggungan hutang-
itu setelah dijual (lelang) haknya dan lebih dahulu

dilunasi hutang-hutangnya.

Didalam bab syuf'ah seseorang diperbolehkan untuk -
mengambil syuftah sesual dengan harga bagian. Jika-
berbentuk barang yang tidak bisa dikira-kira seper-
ti tebusan dalam khulu' atau sesuatu yang bisa diki
ra-kirakan bukan dinar atau dirham, atau yanga da
pat ditakar dan ditimbang, maka ia boleh mengambil-
barang tersebut dengan harga sesuatu yang karenanya
barang tersebut diberikan. Jika sesuatu itu terba -
tas karena kadar syara', maka boleh mengambil sesu-
al dengan kadar tersebut. Seperti seseorang memberi
kan barang karena diyat pada pelukaan mundlila (lu
ka sampail nampak tulang) dan selainnya.ss' Pendapat
ini menunjukkan®bahwa seseorang yang mempunyai tang
gungan terhadap suatu benda tertentu pada hak bersa

353ayyid Sabiq, Op.Cit., hal. 190

%Iy Rusyid, 0p.Cit., hal.260
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ma dalam pesero, maka ia boleh mengambil sebesar -
tanggungan itu untuk menebus tanggungannya. Sementa
rac cara pengambilan bagian masing-masing anggota -

pesero tetap ada.

Menurut Imam Malik, Syafi'i, serta Jumhur Madinah,

sesual dengan pokok harta. Sedang Fugaha! Kufah di

~

W
~J

ambil menurut bilangan kepala rata-rata.

Konsekwensinya pendapat pertama, jika pokok harta -
adalah %, 1/3, atau 4, maka ia harus mengambil  bg
giannya sesuali dengan itu. Sedang pendapat kedua -
dibagi sama banyak tanpa terikat dengan pokok harta,
Apabila seseorang mempunyai pokok harta % sedang -
yang Xain 1/3, dan % tetap dibagi menurut jumlah ba

gian yang sama besarnya.

Dalam hal ini pendapat pertamalah yang lebih kuat -

sesual dengen surat Al-Mudatsir ayat 38 :

gy “:“?—"“3’ L"‘Lf u“"-t’ LJ-S

"Tiap-tiap dirli itu hanya terikat dengan apa yang -
telah ditanggungkan! 38

Namun bukan berarti pendapat kedua tidak benar, se
panjang hal itu masih direalisir dengan kerelaan na
sing-masing pihak antara mereka dan keluar dari su
atu permaianan spekulatif yang saling merugikan ter
hadap salah satu pihak,.

Terhadap didahulukan pembayaran hutang-hutangnyaini
dari pada kewajiban-kewajiban lainnya dalam penjua-

lan ita,

37Ibid, hal.263..
3B pepartemen Agama RI, Op.Cit., hal.995
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Islam sangat mementingkan pembayaran hutang ini se
hingga harus didahulukan dari pada hak waris lain -
nya. Berdasarkan firman Allah surat 4 (An-Nisa') -
ayat 11, dan 12 :

o2 )1 L 'l ; X yeee] B § s
oy b = oy e e

nSesudah dipenuhi wasiat yang la buat atau sesudah-
dibayar hutang-hutangnya'. Sesudah dipenuhi wasiat-
yang mereka buat atau sesudah dipenuhi hutangnya%3%

Bahkan dalam hadis mengnggapnya sebagai perbuatan -

aniaya (dhalim) terhadap penundaan hutang bagi -

orang yang mamFu. (Hadis riwayat Imam Bukhari daril
0

pbu Hurairah). rjﬁb e 1 )l

Bangunan dan tanaman. yang ada pada tanah itu ikut -
dalam tanggungan. hipotik.

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa tambahan. yang ada
pada barang gadai terpisah atau tidak termasuk da
lam barang gadai. Sedang menurut Imam Abu Hanifah -
dan Ats-Tsauri seluruh tambahan termasuk dalam ba
rang gadai.aq

Pendapat yang lebih rajih adalah pendapat Abu
Hanifah, sebab jika dipisahkan, maka manfaat salah
satunya menjadi rusak. Sehingga jika tanah yang di-
gadaikan tentu termasuk dengan sendirinya bangunan-
atau tanaman yang ada pada tanah itu. Karena ituile

39pepartemen Agama RI, Op.Cit., hal.117.
4071 am Bukhari, Op.Cit, hal. 85.
41Tpnu Rusyid, Op.Cit.,  hal.276
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bih tepat bila kelebihan itu dianggapnya sebagai se
suatu yang keluar dari tanggungan, bukan sebagai -
tambahan yang diharsmkan. Dan bagian ini adalah un
tuk penggadai itu sendiri. Pernyataan.ini berdasar
kan hadis Rasulullah saw. :

o e R A e

"Apa yang dihasilkan dari hasil sewa tanah dan ™
mah",

Terdapat juga sebuah hadis riwayat Abu Hurairah ;

D Sl J...._.E-'A .5....»5._—" . 3 - AJ A.;_..J«‘AJ L l_;-—-—QJJI

"Barang gadai adalah dari orang yang menggadaikan -
nya, bagi dia adalah keuntungannya dan atas dia ke
rugiannya". 42

Credietverband.

Credietverband bentuknya sama dengan hipotik, hanya
saja pemegang hak atas tanah ini boleh menggunakan-
manfaat tanah itu selama hutang dari pemberi hak -
itu belum dilunasi. Dan dikhususkan pada bank-bank-

tertentu saja.

Dijelaskan pada analisis hipotik, bahwa pada prin
sipnya Jumhur Fugaha' melarang memanfaatkan barang-
gadai. Sementara segolongan ullama lain mengecuali -
kan pada hewan untuk mengambil air susunya, sebagai
imbalan yang seimbang dengan biaya pemeliharaannya.

Matif pemanfaatan barang gadai pada hewan menurut -

pendapat diatas kriterianya bertolak pada karena

azAsy—Syaukani, Op«Cit. ~ hal.265.
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adanya biaya yang dikeluarkan olel pemegang barang-
gadal, sehubungan dengan pemeliharaan terhadap ba
rang gadai tersebut. Dasarnya adalah hadis riwayat
Abu Hurairah :

. SE 3 : -3 A: 5 :
J-.._____j l u...:..] _9 L._:J..a-tJ_.A s ls \) 1 6.«.-.-\-3—-—&{ "'_’""'","'f. J»:_..-(.JQJ i

NP URPPS Ul | P PR SE TIPSR | S S R e

{L:)..:LJJ!) L..qj.»-«\ﬂlz_.LL.‘a__;_‘;\,g‘)J) 3 'r'i'.i'l\_:’ .-}

"Boleh menunggangi binatang gadaian yang ia beri ma
kan, begitu juga boleh mengambil air susu binatang-
gadaian jika ia memberi makan. Kewajiban yang me
nunggangi dan mengambil susu, adalah memberi makan.

(Hadis ini diriwayatkan oleh Jama'ah ahli ha
dis kecuali Muslim dan An-Nasa'i)%*?

Jika kriteria terletak pada biaya pemeliharaannya -
maka merupakan ilat yang sama bagi setiap bentuk

atau aspek lain yang Jjuga memerlukan biaya pemeliha
ragn itu. Seperti tanah dengan pajaknya ataupun bia

ya pemeliharaan gedung dan lain sebagainya.

Cui <

Oleh karena itu Maulana Muhammad Ali mengatakan :
uppabila tanah garapan atau sebuah rumah dihipotik
kan, maka orang yang memberikan pinjaman dapat mena
rik keuntungan dari barang jaminan itu, karena ia -
narus membayar pajak tanah dan tumah atau mengeluar
kan ongkos untuk memelihara barang-barang itu.

Selain itu sepanjang penggunaan manfaat barang ga
dai diperlukan adanya kesepakatan kedua belah pihak

sebelumnya. Karena itu jika terjadi, ini berarti di

431pid, hal.26k.
hhy o ulana Muhsmmad Ali, Dinul Islam, (terjemah, R -

Kailan dan HM. Bachrun, Islamologi), PT ilchtiar Baru, Jakar

ta,

1977, hal.466.
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setujui oleh pembeli gadai, bukan mengalirkan manfa
at yang diharamkan.

Ulama' Madzhab Hanafi berpendapat bahwa pemanfaatan
barang jaminan adalah pemanfaatan berdasarkan ijin
dan bukan karena pinjaman oleh karena itu tidak ha
ram. Dan oleh segolongan Fugaha' membolehkan kalau

F i)
it — H
diijinkan oleh pemiliknya. 2

L, ANALISIS TERHADAP HAPUSNYA HAK GUNA USAHA

L.1. Hapusnya Hak Guna Usaha karena berakhirnya jangka wak

tu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Dalil-dalil dalam Al-Qur'an maupun Hadits terhadap-
persil dini sangat jelas, antara lain disebutkan dal am
surat 2 (Al-Bagarah) ayat 282, yang lalu dalam kata -
kata 3

e =l Ploon s b

"Apabila kamu mengadakan perjanjian hutang sampal pa
da masa tertentu'.

Terdapat sebuah hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas:
AL R S PRI 'PPI POROC N S NN S0 N B

"Barang siapa yang menghutangkan dengan tempo hendak
lah menghutangkan dalam harga yang diketahui dan tim
bangan yang diketahui, sampai masa yang diketahui'.46

Pada ayat diatas dalam kata g2~ J——?‘lﬁji sampal
batas waktu tertentu. Dan kemudian batas waktu ter

tentu itu harus diketahui, f-rL““ d_?i u;l

45H. Hamzah Ya'kup, Kode Etik Dagang Menurut Islam,
Diporegoro, Bandung , 1984, h : Z19

461mam Bukhari, Op.Cit., hal.11k.
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Dalam hadis diatas menggambarkan sampail batas waktu -
itulah hapus atau berakhirnya suatu perjanjian - tran

saksi.
Diberhentikan sebelum berakhir waktu kontrak.

Diberhentikan sebelum masa kontrak berakhir, dimak-
sudkan di sini adalah karena tidak terpenuhinya sya -
rat-syarat yang ditetapkan, ya'ni sebagail warga Nega-
ra Indonesia dan Badan Hukum Indonesia..

Dalam bagian yang lalu (terjadinya hak guna usaha)
yang dianalisis adalah dari segi sebab syarat karena
bukan haknya. Dalam pengertian ini analisis difokus =~
kan pada digugurkan karena tidak memenuhi ketentuan -
syarat itu. Dalam artian apakah syarat yang telah di
tetapkan itu dibenarkan atau tidak menurut Islam.

Dalam kitab-kitab fikih tidak diketemukan ketetapan
syarat-syarat subyek demiklan, seperti yang disebut -
kan diatas. Namun pada dasarnya Islam tidak membatasi
pada syarat subyek tertentu kecuali yang telah Jjelas
dilarang atau dibatasi, seperti anak kecil dan orang-

gila.

Unmat Islam mempunyal hak penuh atas syarat-syarat-
yang telah ditetapkannya, selama syarat itu tidak ke
luar dari ketentuan-ketentuan syara' (prinsip-prinsip
dasar dalam Islam).

Untuk memahami bagaimanakah bentuk syarat yang se-
suai dengan ketentuan denga syara' ‘itu dijelaskan --
oleh Ibnu Bathal :



a8
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"Dimaksud adalah hukum yang sesuai dengan kitab Allah-
(Al-Qur'an) atau Sunnah Rasul (Hadist) atau ijma' umat®

Diantara salah satu syarat transaksi yang disepakati
para Fugaha' dalam menetapkan syarat transaksi apa sa
ja adalah : syarat harus yang dapat mendatangkan man

faat seperti gadai,

Cukup Jelas, terlebih lagi ketepapan syarat ini di
maksudkan untuk mengembalikan hak itu kepada mereka -
yang berhak menerimanya ka'ni warga Negara Indonesia
dan Badan Hukum Indonesia (lihat kembali komponen awal
bab inid#

4.3. Dilepas oleh pemegang haknya.

Dilepas oleh pemegang haknya dimaksudkan berdasarkan
kemauan sendiri, karena dijual, ditukar, dan sebagai -

nya.

Dijual atau ditukar dalam pengertian ini adalah hak-
nya saja dan bukan bendanya seperti dalam jual-beli -
atau tukar-menukar umumnya, Sehingga tidak dapat dimi-
1liki secara turunetemurun. Oleh karena itu Jjika dijual
maka transaksinya antara hak dan harga (uang) dan Jika
terjadi tukar-menukar, maka transaksinya antara hak de
ngan benda yang dibatasi dengan waktu .tertentu.

Islam tidak membatasi atau mengambil bentuk tertentu

dalam mu'amalah, sejauh pengelolaan itu keluar sari po

47p1-Asqalani, Fathul Bari, juz.VI,0p.Cit,hal.114
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la pengelolaan riba dan atau spekulatif yang memugi -
kan salah satu pihak, apapun bentuknya tetap diperbo-
lehkan.

Imam Syafi'i dalam. kitabnya Al-Um mengatakan :

"Asal dari setiap bentuk jual-beli itu adalah boleh,
apabila dengan kerelaan para pihak yang melakukan Jjual.
beli itu", 48

s Lo R B 1 3150, Y S )
o= e |3 LY

"Asal dari pada Jjual-beli itu dibolehkan apabila de
ngan rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi,
kecuali ada petunjuk dalil yang melarangnya.49

L.t Dicabut untuk kepentingan umum.

Dicabut untuk kepentingan umum dimaksudkan, karena-
adanya sebab-sebab monopoli individu, maupun badan-ba
dan hukum tertentu, karena usaha monopoli inilah hak
atas tanah dicabut demi kepentingan umum. Jika dicah-
but adalah sebab usaha monopoli, ini berarti undang-
undang menghendaki'agar harta benda itu harus dijalan
kan secara merata untuk dirasakan oleh seluruh masya-
rakat dan bangsa Indonesia dalam segenap lapisan. Ti
dak menghendaki beredarnya harta benda itu hanya da

b8y qy_sSpafi'i, Al-Um, Juz.III, Al-Kuliyatul Ajhari-
ah,, Kairo, 1961, hal.3. :

aglbnu Taimiyah, Usbuul Fighil Islam, Al-Majlisul -
A'la Lirriayatil Fununil wa adabl wal Ulumil Ijtimaiyah,
Damsik, 1969, hal.438..
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lam lingkup usaha para individu dan atau badan hukum-
tertentu saja.

Allah berfirman dalam surat 59 (Al-Hasyr) ayat 7 -

riJJ*quYI‘kgs_ggafL;U A

"Supaya harta itu jangan hanya beredar pada orang-
orang kaya diantara kamu saja". 50

Dan jika tujuan dicabutnya adalah untuk kepentingan
umum, maka pada dasarnya undang-undang menghendaki -
adanya pemeliharaan dan realisasi terhadap kemaslahat
an orang banyak. Disinilah terlihat kesamaan prinsip-
dengan tujuan syara', yaitu :

o) | O | .

o)

"Memelihara kemaslahatan manusia®.
Dan tujuan umum pembentukan hukum Islam itu sendiri
ya'ni

LA U

2l

"Merelisir kemaslahatan manusia",
L,5. Diterlantarkan.

Diterlantarkan dalam pengertian, Jjika -tanah terse -
but tidak dipelihara menurut semestinya (menurut si
fat-sifatnya) atau dibiarkan begitu saja sampai tanah
tersebut rusak atau kehilangan potensinya sebagal ta
nah pertanian dan sebagainya. Karena sebab inilah hak

50Departemen Agama RI, Op.Cit., hal.916.

5uhammad Abu Zahra, Ushul Fighi, Darul Figril Ara
bi, Kairo, Mesir, 1976, hal.291. Abdul Wahab Khalaf, Op.
Cit., hal,397.
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atas tanah tersebut dinyatakan/dianggap hapus dengan
sendirinya, dan dipindahkan kepada individu dan atau-
badan hukum lain yang membutuhkannya dan lebih produk
ikt

Dalam hal ini terdapat sebuah hadis riwayat Abu -
Ubai (sambungan hadits yang lzlu), yvang berbunyi :-

nSiapa yang menyuburkan. tanah tandus, maka tanah itu-
menjadi miliknya. Dan tidak ada hak bagl orang yang -
mengabaikan tanah itu lebih dari tiga tahun". 52 '

Di sini terlihat kesamaan prinsip, ya'ni sama-sama-
menjadikan gugurnya hak atas tanah itu dengan sendiri
nya, Jika tanah tersebut diabaikan. Hanya saja Islam-
membatasi secara jelas dengan ketentuan waktu mengaba
ikan itu selama tiga tehun. Dan terhadapa pemakaian -
yang melampaui batas atau pemakaian diluar kemampuan-
jenis tanah., Pada prinsipnya para Fugaha' sepakat me

netapkan sipenyewalah yang menanggung kerugiannya,

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, penyewa selain har-
ga sewa, ia harus membayar sejauh kadar pelampauan -
batas tersebut. Sedangkan Imam Malik, ia mengambil -
harga sewa untuk jarak yang dilampaul atau membayar -
harga barang itu. Menurut Imam Abu Hanifah, tidak wa
jib bayar, kecuall kalau rusak, maka penyewa wajib me
nanggung harga barang sewaan tersebut.””

5ZIbid.

531pnu Rusyid, Qp.Cit, , hal.231.
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L4, G. Tanahnya musnah.

Musnahnya tanah dalam pengertian ini adalah karena-
adanya sebab diluar kemampuan manusia (overmach) beru
pa bencana alam. Misalnya kemarau, banjir, gempa bumi
yang mengskibatkan tanahnya menjadi rusak atau kehila
ngen potensinya sebagai tanah pertanian dan sebagai -

nya.

Mengenal bathalnya sewa-menyewa karena hal-hal yang
datang mendadak, menurut Imam Malik, Syafi'i, Syufyan
Ats-Tsauri, Abu Tsaur, dan lain-lain, sewa-menyewa ti
dak batal, kecuali hal-hal yang membatalkan agad seca
ra tetap, seperti, adanya cacat atau hilangnya tempat
pengambilan manfaat. Sedangkan Abu Hanifah den murid-
muridnya, berpendapat bahwa penyewa boleh membatalkan
sewanya, misalnya menyewa toko untuk berjualan tetapi
kemudian barang yang akan dijual itu hilang, atau ter
bakar. Alasan Abu Hanifah, bahwa hilangnya alat yang-
dipakai untuk memperoleh manfaat sama dengan barang -
(benda) yang mengandung kemanfaatan J‘.tu.5L+

Kedua pendapat tersebut diatas jika dipadukan, pada
prinsipnya tidak kontradiksi ya'ni sama-sama sepakat-
"batalnya sewa-menyewa" karena rusaknya atau musnah -
nya obyek (barang) yang disewa, sebagai sebab adanya-
faktor-faktor diluar kemampuan para pihak yang bera -

gad itu.

54Tbnu Rusyid, Op.Cit, hal.229.



